
GU寄ERⅣuR ⅣusA T雷同GGA孤で重MUR

富田良ATURAⅣ DAERA鱒pRov霊Ⅳs寒鮒町sA ↑EⅣG倍A恥骨重ⅢUR

Ⅳ〇㍍OR 8 TA鱒UⅣ 2020

TEⅣTAⅣG

AⅣGGARAⅣ pBⅣDAPA富AⅣ DAⅣ露E轟AⅣ皿DAERAH

PROV重ⅣS量ⅣUSA富田ⅣGGARA T量蘭UR

甘AHUⅣ AⅣGGARAⅣ 202 1

D田ⅣGAⅣ RA鱒ⅢA富でUHAⅣ YAⅣG ⅢA鱒A ESA

GUBERⅣUR ⅣUSA T田町G倍ARA曾寒鮒UR,

Ⅲenimbang : a･ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31工　ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemer血tah

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakh正

dengan Undang-undang No皿or　9　Tahun　2015　tentang

Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23　Tahun

2014 tentang Pemehntahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1)

Peraturan Pemehntah Nomor 12　Tahun　2019　tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubemur wajib mengajukan

Rancangan Pcraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Bela垂a Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan

Pervakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh

perset可uan bersama;

b･ bahwa Rancangan Peraturan Dae胎h tentang Anggaran

Pendapatan dan Bela可a Daerah Tahun Ångg紬an 2021 yang

d車ukan sebagaimana dimaksud pada humf a,皿e則pakan

perw可udan da正Rencana Ke巧a Pemehntah Dae輪h Tahun

202 1 yang di jab虹kan ke dalam Keb主jakan Umum APBD se轟a

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah

disepakati Pemehntah Daerah bersama DPRD pada tanggal

25 November 2020;

c･ bahwa berdasarkan per血nbangan sebaga立nana dimaksud

dalam hu鵬f a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Bela垂a Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 202 1 ;少
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舶en駆れgat　1･ Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pe皿bentukan

Daerah-daerah皿ngkat重　Bali, Nusa '購nggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958　Nomor 115, Tanbahan Lembaran Negara Republik

重ndonesia Nomor 1649);

2･ Undang-Undang Nomor 17 Tahun　2003　tentang Keuangan

Negara (lembaran Negara Repub止k　賞ndonesia Tahun　2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repub虹k工ndonesia

No皿or 4286);

3･ Undang-Undang No皿or　1　Tahun　2004　tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk工ndonesia

Tahun 2004 Nomor 5, T狐bahan Lembaran Negara Repub虹k

lndonesia Nomor 4355);

4･ Undang-Undang Nomor　25　Tahun　2004　tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Repub止k　工ndonesia Tahun　2004　No皿or 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik工ndonesia Nomor 442 10);

5･ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimb狐gan

Keuangan Anta胞Pe皿ehntah恥sat dan Pe皿er血亡ah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lemb祉an Negara Republ址Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun　2009 tentang Pajak Daerah

dan Rethbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lemb祉an Neg紺a republ並

工ndonesia No皿or 5049);

7･ Undang-Undang No皿or 23 Tahun 2014 te皿tang Pe皿er血tahan

Dae輪h (Lembaran Negara Republk工ndonesia Tahun　2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republ披Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kah terakh止

dengan Undang-Undang Nomor　9　Tahun　2015　tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Peme血ntahan Daerah (Lembaran Negara Republ並

工ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

RepubHk血donesia Nomor 5679);�
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8･ Peraturan Pe皿er血tah Nomor 109　Tahun　2000　tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 2 10, Tambahan Lembaran Negara Republ址Indonesia

Nomor 4028);

9･ Peraturan Pemehntah Nomor　23　Tahun　2005　tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umu皿(Le皿baran

Negara RepubHk量ndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor　4502)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemer血tah

Nomor　74　Tahun　2012　tentang Perubahan Peraturan

Pemehntah Nomor　23　Tahun　2005　tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

工ndonesia Tahun　2012　Nomor 171, Tambahan Lembaran

Negara Repub虹k Indonesia Nomor 5340);

10･ Peraturan Pemer血tah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Pehmbangan (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun

200与　Nomor 137, Ta皿bahan Lembaran Negara Republ並

重ndonesia Nomor 4575);

1 1･ Peraturan Pemehntah No皿or 3 Tahun 2007 tentang laporan

Penyelenggaraan Peme轟ntah Daemh kepada Peme正ntah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

血poran Penyelen誌鉦aan Pemehntah Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007　Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repub工ik

lndonesia Nomor 4693);

12･ Peraturan Pemehntah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Pa直ai Polit址(Lembaran Negara Repub虹k工ndonesia

Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republ址

Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa

ka止terakh正dengan Peraturan Pemehnぬh Nomor i Tahun

2018　tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peme血ntah

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan;�



13･ Peraturan Peme血ntah No皿or 19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan皿gas dan Wewenang se轟a Kedudukan

Keuang孤　Gubemur Sebagai Wakn Pemehntah di W車yah

Provin si ;

14･ Peraturan Pemehntah Nomor 71 Tahun 2010 tent餌g Standar

Akuntansi Pemerintahan　(Lembaran Negara Republik

宣ndonesia Tahun　2010　Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik工ndonesia Nomor 5 165);

15･Peraturan Pe皿ehntah Nomor 12　Tahun　2017　tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelen怒araan Pe皿erintah

Dae輪h (Lembaran Negara Republ址Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repub皿量ndonesia

nomor 6041);

16･ Peraturan Pemehntah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Adm血is廿asi Pimpinan dan Anggota Dewan

Pervakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

工ndonesia Tahun 2017 Nomor 106);

17･ Peraturan Pemehntah Nomor 56 Tahun 20 18 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 6279);

18･Pera血ran Pemer血tah Nomor 12　Tahun　2019　tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

工ndonesia Tahun 2019 Nomor 42);

19･ Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar

Harga Satuan Region血;

20･Peraturan Mente正　D瓢a皿　Negeh Nomor 16　Tahun　2007

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Bela両a Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belan]’a Daerah sebagaiman telah

diubah dengan Peraturan Menteri D瓢am Negeh Nomor 36

Tahun 201 1 tentang Pembahan atas Peraturan Menteh Dala皿

Negeh Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Bela両a Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

ten屯ng Pe垂abaran Anggaran Pendapaぬn dan Bela可a Daerah

(Be正ta Negara Republik工ndonesia鴫hun 201 1 Nomor 52弾多
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21･Peraturan Mente正　Dalam Nege正　Nomor　32　Tahun　2011

tentang Pedoman Pe皿behan Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersu皿ber Dah Anggaran Pendapatan dan Bela垂a Daerah,

sebagaiman telah diubah beberapa kali terakh止　dengan

Peraturan Menteh D瓢am Negeri No皿or　99　Tahun　2019

tentang Pembahan KeⅡma Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten屯ng Pedo皿an Pembehan

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Bela垂a Daerah　(Behta Negam

Repub止k量ndonesia Tahun 20 1 8 Nomor 565);

22･Peraturan Menteri Dalam Negeh Nomor　52　Tahun　2012

Tentang Pedoman Pengelolaan　血vestasi Pemehntah Daerah

(Be正ta Negara Repub職k工ndonesia Tahun 2012 No皿or 754);

23･ Peraturan Mente丘dalam Negeh Nomor 62 tahun 2017 tentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah se轟a

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita

negara Republ並Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

24･Peraturan Mente正　Dalam Negeh Nomor　36　Tahun　2018

ten亡ang Tata Cara Penghitungan, Pengangg批an Dalam

Anggaran Pendapatan din　Bela可a Daerah, dan Te轟ib

Administrasi Pengajuan,　Penyaluran,　dan Laporan

Pertanggung]‘awaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Po虹寄k;

25･Peraturan Menteh D血a皿　Negeh Nomor　64　Tahun　2020

tentang Pedoman Penyusunan Angg紺an pendapatan dan

Bela垂a Dae輪h Tahun Anggaran 202 1 ;

26･ Peraturan Daerah打ov血si Nusa Tenggara Timur Nomor 9

Tahun　2014　tentang Pokok-Pokok Penge工olaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun　2014　No皿or　009, Ta皿bahan Lembaran Daerah

Prov血s主Nusa Tenggara Ti皿ur Nomor 0075);

27･Peraturan Menteh Dalam Nege血　Nomor　70　Tahun　2019

tentang Sistem hformasi Pemerintah Daerah;

28･Peraturan Menteh D記am Negeri No皿or　90　Tahun　2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

dan Keuangan Daerah.�



Deれgan Pe章set巾uan Be重s種ma

DEWAⅣ p田RmKⅡ.AⅣ RA麗7A↑ DAERAH

PROV霊ⅣS重ⅣUSA富田ⅣGGARA T寒鮒UR

daれ

GU重ERⅣ町R　珊sA富田ⅣGGA孤T重間口R

i迫田ⅢU↑USKAⅣ :

舶enetapkan : PERATURAⅣ DAERA鱒富田鵬でAⅣG AⅣGGARAⅣ PEⅣDAPA富AⅣ

DAⅣ B田LAⅣJA DA田RAH富AHUⅣ AⅣGGARAⅣ 202 1.

P種sa重1

Dalam Peraturan lm yang dimaksud dengan :

1･ Anggaran pendapa亡an dan Bela車a Daerah yang sela垂utnya disingkat

APBD ad瓢ah rencana keu紬gan tahunan Daerah yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

2･ Peneh皿aan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

3･ Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dah kas Dacrah.

4･ Pendapatan Daerah adalah se皿ua hak Daerah yang diakui sebagai

penambah nⅡai kekayaan bersih dalam pe五〇de tahun anggaran berkenaan.

5･ Dana Trans危r Umum adalah dana yang dialokas並an dalam APBN kepada

Daerah untuk digunakan sesua王　dengan kewenangan Daerah guna

皿endanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada

Daerah dengan t可uan untuk皿e皿bantu皿e皿da皿ai kegiatan khusus, balk

鯖s蚊maupun non缶s址yang mempakan umsan Daemh.

7･ Dana Bagi Hash yang sela垂utnya disingkat DBH adalah dana yang

bersumber dan pendapatan te正entu APBN yang dialokasikan kepada

Daerah penghasil berdasarkan angka persentase te轟entu dengan t可uan

mengurangi ketimpangan kemampuan keua皿gan antara Pemer血tah Pusat

dan Daerah.

8･ Dana Alokasi U皿u皿yang sela車utnya dis王ngkat DAU adalah dana yang

bersumber da轟　pendapatan APBN yang dialokasikan dengan t可uan

pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desen廿a轟sasi.

9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang

bersumber dah pendapatan APBN yang dialokas址an kepada Daerah

te巾entu dengan t可uan untuk皿e皿bantu皿endanai kegiatan khusus yang

皿empakan Umsan Pe皿ehntahan yang me垂adi kewenangan Daerah.
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10･ Bela可a Daerah adalah semua kewajiban Pemer血tah Daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kek争yaan bers血dala皿pe五〇de tahun angg餌an

berkenaan.

1 1 ･ Pembiayaan adalah setiap pene互maan yang perlu dibayar kemba止dan/atau

pengeluaran yang akan ditehma ke血bali, baik pada tahun anggaran

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran be轟ku血ya･

12･ P垂aman Daerah adalah semua廿ansaksi yang menga虹batkan Daerah

menerima s句umlah uang atau皿enehma manぬat yang bemilai uang dan

pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar

kembaH.

13･ Utang Daerah yang sela車utnya disebut Utang adalah jumlah uang yang

wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemehntah Daerah

yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-

undangan, p印a刊宣an, atau berdasarkan sebab la血nya yang sah.

14･ Pembehan陣可aman Daerah adalah bentuk血vestasi Pemehntah Daerah

pada Pe皿e正ntah Pusat, Pemehntah Daer盆h laimya, Badan L年yanan Umu皿

Daerah M打出Pemer血tah Daerah laimya, Badan Usaha Mink Negara, Badan

Usaha Mink Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak me皿peroleh

bunga dan pengemba止an pokok pi垂aman.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah ,

Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun An認aran 2021 be重ju血lah Rp 7.584.929.735.729,つterd壷atas

Pendapatan Daerah, Bela垂a Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan hncian

sebagai ber址ut :

a, Pendapatan Daerah Rp. 6.283.641.817.542,-

b･ Bela垂a Daerah Rp. 7.584.929.735.729,葛

De組sit/ Su中Ius Rp (1,301.287,918.187), -

c･ Pe皿biayaan Daerah

L Penerimaan Rp･ 1･711･064･158･187,輸

2･ Pengelu甜･an Rp･　409･776･240.000,-

Pembiayaan Netto Rp 1.301.287.918.187,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

B erken aan
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Pasal 3

Pendapatan Daerah d辻encanakan sebesar Rp･ 6･283･641･817･542,-　yang

bersumber dan:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Trans艇r; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasa重4

(I) Pendapatan As轟Daerah sebagai皿ana dimaksud pada ayat (3) humf a

d正encanakan sebesar Rp･ 2･033･518･433･ 142,- yang terd証atas :

a. Pajak Daerah;

b. Rethbusi Daerah;

c･ Has血Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan

d･止in一血n Pendapatan As虹Daerah yang Sah･

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp. 1.533.442.229.906, -;

(3) Rethbusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hu則f b

direncanakan sebesar Rp. 205.774.6 14.333, -;

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) humfc d止encanakan sebesar Rp. 94.348.316.130, -

(5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) humf d d正enc紬akan sebesar Rp. 199.953.272.773;

Pasal 5

Pendapatan Trans缶r sebagaimana dimaksud dalam Pasal　3　huruf b

d正encanakan sebesar Rp･ 4･ 182･128･447･000,- yang terdih atas Pendapata調

Transfer Pemerintah Pusat.

P種s遭6

血血-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf c direncanakan sebesar Rp- 67･994･937･400,- yang terd証a屯s Pendapatan

Hiba中萱
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PasŽí•d7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 02 1 direncanakan sebesar

Rp¥ 7¥584¥929¥735¥729,- yang terdih atas •d

a¥ Bela•‚a Operasional;

b. Belanja Modal;

c, Bela‰Âa ‡Vdak Terduga; dan

d. Bela•‚a TransŠër.

Pasal8

(1) Anggaran Bela•‚a Operasional sebagaiaŽMana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

a direncanakan sebesar Rp¥ 5¥013¥582¥925¥ 198,- yang terdŒŒatas •d

a. Belanja Pegawai;

b. BelaŽÔa Barang dan Jasa;

c. Belanja Bunga;

d. Bela•‚a Hibah; dan

e. Bela•‚a Bantuan Sosial.

(2) BelaŽÔa Pegawai sebagaŽåŽMana dimaksud pada ayat (1) hu’²f a direncanakan

sebesar Rp. 1,561.997.607.953, -

(3) Bela•‚a Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b

d•³encanakan sebesar Rp¥ 1¥551.161.659.889, -

(4) Bela•‚a Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu’²f c direncanakan

sebesar Rp. 39.307.557.170,ˆê

(5) Bela•‚a Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf e dŽ~encanakan

sebesar Rp. 1.808,722.980.430, -

(6) Bela‰Âa Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada‘ˆyat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp 52.393. 1 19.756, -

P‹õsa•é9

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalan Pasal 7 huruf b

direncanakan sebesar Rp¥ 1¥858¥994¥304¥31 1,- yang terdih atas:

a. Bela•‚a Modal Tanah;

b¥ Bela‰Âa Modal Peralatan dan Mesh;

c¥ Bela•‚a Modal Gedung dan Bangunan;

d¥ Bela‰Âa Modal Jalan, JarŒŒgan dan•Hrigasi; dan

e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya.�
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